BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penyidik pada Subdit V Cyber, Reserse Kriminal khusus Kepolisian
Daerah atau POLDA NTT berupaya melakukan penyelidikan dan
penyidikan untuk menangani kasus-kasus tidak pidana penippuan jual beli
online yang terjadi. Akan tetapi, dalam proses yang dilakukan guna
mengungkapkan kasus tersebut tidaklah mudah, hal ini dikarenakan
terdapat hambatan dalam penyelidikan dan penyidikan. Adapun hambatan-
hambatan yang dialami dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
penipuan jual-beli online di wilayah hukum Kepolisian Daerah NTT

sebagai berikut :

1. Faktor Penegak Hukum
Dalam faktor ini, hambatan yang di alami oleh penyidik dalam
penyelidikan dan penyidikan guna menungkapkan kasus tindak
pidana penipuan jual beli online yang di laporkan yakni dari aspek
kualitasnya yaitu dilihat dari segi pendidikan penyidik Subdit V
Cyber, Reserse Kriminal Khusus POLDA NTT. Dari segi pendidikan

lebih banyak penyidik yang berlatar belakang tidak sesuai dengan
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tindak pidana penipuan jual-beli online yang merupakan salah jenis
cyber crime.
2. Faktor Sarana atau Fasilitas
Pada faktor ini, hambatan yang di alami dalam penyelidikan dan
penyidikan yakni kurangnya sarana atau fasilitas yang cukup memadai
dalam proses penyelidikan dan penyidikan yakni tidak tersedianya
laboratorium komputer forensik.
3. Faktor Masyarakat
Kurangnya keterlibatan atau peran aktif dari masyarakat dalam hal
ini pelapor atau korban dalam memberikan informasi terkait dengan
tindak pidana penipuan jual-beli online yang di telah dilaporkan hal ini
dikarenaka kurangnya kesadaran masyarakat tentang aturan terkait
tindak pidana penipuan jual-beli online, cara mencegah dan
menanggulanginya serta proses sebenarnya yang terjadi dalam
penegakan hukum dalam hal ini penyelidikan dan penyidikan terhadap
tindak pidana penipuan jual-beli online.

Menghadapi persoalan tersebut, penyidik tidak melakukan
pembiaran terhadap hal tersebut. Penyidik melakukan upaya lebih
lanjut guna mengatasi persoalan tersebut. Upaya Penyidik dalam
Mengatasi Hambatan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual-Beli

Online di Wilayah Hukum POLDA NTT, di antaranya:
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1) Melakukan Koordinasi dengan Stakeholder Terkait Tindak
Pidana Penipuan Jual-Beli Online
2) Melakukan sosialisasi

3) Memberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan)

Akan tetapi, upaya yang dilakukan oleh penyidik hampir tidak
sejalan atau tidak sesuai dengan fakta dari hambatan-hambatan
yang terjadi dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak
pidana penipuan jual-beli online yang terjadi di wilayah hukum

Kepolisian Daerah NTT.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis

memberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak Kepolisian Daerah NTT agar melakukan penambahan anggota
khususnya di bagian Subdit VV Cyber, Reserse Kriminal khusus terutama
yang memiliki kualifikasi di bidang Cyber, guna menunjang kemampuan
penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidik terhadap kasus-
kasus yang ditangani.

2. Pihak Kepolisian Daerah NTT juga agar menyediakan Sarana atau fasilitas
yang memadai khususnya di bagian teknologi yang berhubungan dengan

tindak pidana penipuan jual-beli online dan tindak pidana cyber lainnya
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sehingga mampu menunjang atau mendukung penyidik dalam menangani
kasus-kasus tindak pidana penipuan jual-beli online yang terjadi atau
kasus-kasus yang berkaitan dengan dunia cyber lainnya.

. Pihak Kepolisian Daerah NTT tidak hanya sekedar melakukan sosialisasi
melalui media sosial saja akan tetapi juga dapat melakukan kerjasama
dengan sivitas akademika perguruan tinggi khususnya ilmu hukum, Ahli
ITE. Sehingga dapat melakukan penyuluhan secara berkelanjutan kepada
masyarakat berkaitan dengan modus tindak penipuan jual-beli online yang
semakin berkembang, serta pentingnya mengetahui dampak dari
pengunaan media sosial dan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan penggunaan media sosial serta bagaimana mencegah dan
menanggulangi apabila terjadi tindak pidana penipuan jual-beli online
yang semakin hari mengalami perkembangan.

Kepada masyarakat secara khusus korban atau pelapor dan masyarakat
pada umumnya, agar lebih waspada dalam melakukan aktivitas jual-beli
online. Di samping itu, apabila diselenggarakan sosialisasi baik dari
penegak hukum maupun sivitas akademika terkait tindak pidana penipuan
jual-beli online ini baik dari segi aturan maupun penegakan hukumnya,
masyarakat dapat terlibat aktif sehingga diharapkan dapat meningkatkan

kesadaran masyarakat terkait tindak pidana tersebut.
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